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I. PENDAHULUAN

at, seperti Chicago, Yale, Havard, dan

Berkeley. Di Eropa juga semakin terlihat adanya kepentingan terhadap dibinanya

Ekonomi Hukum.

Beberapa buku pengantar telah ditulis tentang ini, seperti Law and the Economic,
Oxford, 1982, karangan Bowles, R: An Introduction to Law and Economics, tulisan
Polinsky, AM., Boston, 1983: Economic Analysis of Law, karangan Posner, R.A.,
Boston, 1986; The Economics of the Law, karangan Stephen, F, Brighton, 1988.
Bersamaan dengan itu semakin banyak diterbitkan penelitian mengenai ekonomi hukum.
Telah didirikan pula European Association of Law and Economics, tahun 1984, suatu

*) Tulisan ini pernah disampaikan sebagai materi ceramah ilmiah di depan pengajar FH UNTAR
dan peserta Program Magister [lmu Hukum Untar, tanggal 30 Nopember 19%4.
**)  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
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EKONOMI HUKUM DI MASA MENDATANG
an kita: ekonomi hukum seperti terjadi di Amerika

Serikat dan Eropa memperlihatkan bahwa menggunakan ekonomi hukum sebagai suatu
umum dan berlaku universal, ternyata memang tidak mungkin.
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Perkembangan di Amerika Serikat menunj

cukup untuk menyatakan bahwa common law
aturan yang berkembang dalam pengadilan. Te
Eropa Juga tidak dihargai sebagai memadai.
apakah hukum yang dibentuk para hakim itu a
di Eropa memang masih b
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ukkan adanya anggapan bahwa tidaklah
dapat dipahami sebagai kescluruhan
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Menurut mereka, masih harus diteliti
dalah efisien. Analisis ekonomi hukum
aru, tetapi ia telah dapat menunjukkan bahwa baik dalam
pun dalam - keputusan-keputusan pengadilan tcmyéta ada
awran-aturan dan keputusan-keputusan yang cukup efisien maupun yang tidak efisien.
Oleh karenanyalah orang sependapat agar hukum yang telah ada, baik dalam perundang-
undangan maupun. dalam keputusan pengadilan, disesuaikan dengan model-model
ckonomi. Analisis-analisis yang ingin menjelaskan bahwa hukum atas dasar perundang-
undangan maupun hukum atas dasar keputusan pengadilan telah efisien, terlihat lebih
dipengaruhi oleh model ekonomi yang digunakan daripada pikiran untuk tahu lebih baik
mengenai hukum yang berlaku. Model-model itu tidak perlu mengemukakan realitas
yang ada sesempurna-sempurnanya, melainkan telah cukup jika ia dapat memberi
sumbangan kepada suatu pandangan yang lebih baik mengenai kenyataan yang ada.

Kita juga harus hati-hati mengenai analisis ekonomi yang bersifat normatif.
Efisiensi ekonomi bukanlah kriteria yang menunjukkan cara-cara pcnyelesaian'terhadap
semua hal, seperti dikatakan oleh Richard Posner (dalam Posner, Economic Analysis
of Law, Boston, 1986): “There is more to justice than economics”. Tetapi sebaliknya
harus pula diakui bahwa ekonomi hukum mampu memberi sumbangan yang penting
pada hukum, terutama dengan jalan mengemukakan secara jelas mengenai konflik-
konflik lain yang ada. Dengan cara demikian ekonomi hukum akan memaksa mereka
dalam menyusun kebijaksanaan mengadakan pilihan dengan menggunakan informasi-
informasi dan hal-hal yang telah diperkirakan lebih jauh.

Aturan-aturan hukum dapat disesuaikan dalam kerangka model ekonomi sebagai
instrumen dari efisiensi. Begitulah antara lain perkembangan dari perjanjian baku dalam
hukum kontrak, sehingga dewasa ini semakin banyak perjanjian-perjanjian yang di
dalamnya sebagian besar berisi klausula-klausula baku.

Di lain pihak aturan-aturan hukum dapat pula menciptakan ketidak-efisienan,
yaitu bilamana nilai-nilai yang lain daripada efisiensi memainkan peranan penting.
Demikianlah misalnya dalam rangka pembangunan dan tindakan melakukan
pengkavelingan tanah. Dalam kejadian di mana diadakan pembagian kembali
seharusnyalah aspek dari pembagian itu dimasukkan (diinkorporasikan) ke dalam model
ekonomi, jika kita benar-benar ingin berpegang pada nilai yang dapat menjelaskannya.
Jika aturan-aturan hukum tidak dapat dijelaskan sebagai instrumen yang menggunakan
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| Seperti ini ad
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Apakah kriteria efisiensi dapat secara sistematis diterapkan dalam memecahkan

| ) s .
konflik hukum-' Untuk ini perlu ditegaskan batas-batas dari bidang diterapkannya
analisis ekonomi yang bersifat normatif,

Luas Jang'k'auan sec‘:ara normatif dari efisiens; bergantung pada batas-batas hukum
yang berlaku dilihat dari penggunaan kriteria itu dan keadaan dapat diserasikannya
prinsip efisiensi itu dengan metodologi hukum. Kapankah efisiensi dapat digunakan
sebagai norma? Untuk analisis ekonomi yang normatif ada tiga peluang masuk ke dalam
hukum yang berlaku. Pertama, mungkin bahwa tujuan dari perundang-undangan dengan
tegas mengarah kepada efisiensi ekonomi. Dalam hal demikian pertanyaan yang penting
bagi pertimbangan ekonomi secara bersamaan akan sama pula dengan pertanyaan yang
penting bagi pertimbangan hukum. Kedua, mungkin bahwa aturan hukum yang
diterapkan mempunyai latar belakang logika yang identik dengan prinsip effiensi dalam
ekonomi. Adalah mungkin bahwa argumentasi tentang keadilan dan kepatutan, dan
prinsip-prinsip hukum sebagian besar dapat ditarik terus menjadi argumentasi dari
efisiensi ekonomi. Suatu analisis ekonomi dapat menunjukkan identitas ini dan dengan
itu pula mendekatkan dasar bagi penggunaan normatif kriteria efisiensi pada penafsiran
hukum yang berlaku. Kemungkinan seperti ini dapat terjadi pada aturan-aturan hukum
perdata yang berkaitan dengan tukar menukar barang dan jasa. Ketiga, dalam hukum

banyak digunakan orang konsep yang masih samar-samar pengertiannya, yang dapat
dilengkapi dengan bantuan kriteria efisiensi.

Jika hukum menunjuk pada “prinsip kepatutan” atau pada keadaan khusus dari
sengketa yang harus diputuskan, tanpa secara eksplisit memberi Kriteria untuk keputusan
yang konkrit, maka hakim dapat menggunakan analisis ekonomi normatif dalam
keputusannya. Mengenai kegunaan analisis ekonomi untuk proses menemukan hukum
terlihat dalam bidang hukum ekonomi. Banyak aturan hukum dalam bidang hukum
ekonomi yang menunjuk pada tujuan-tujuan ekonomis dengan istilah efisiensi produksi,
efisiensi penukaran, efisiensi struktur produksi, yang dapat dieksplisitkan.
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efisiensi ekonomi secara normatif. Inilah yang mendesak kita pada pertanyaan mengei:

hubungan antara kriteria efisiensi dan asas keadilan.

Kerapkali antara ofisiensi dan keadilan dilihat orang sebagai sesuaty ygy
bertentangan. Terutama dalam bidang inilah kesalahfahaman mengenai luas lingkup da:
analisis ekonomi besar sekali. Orang selalu berpangkal tolak dari suatu prasangka bahy,
para ahli ekonomi menyibukkan diri dengan efisiensi alokatif, sedangkan para af;

n. Bagi banyak ahli hukum kata efisiensi masih

hukum sibuk dengan masalah keadila
kurang sreg, antara lain karena mengesankan dan berbau uang atau materiil, sedangka

hukum dikatakan memperhatikan hal-hat yang lebih tinggi nilainya. Sebenamya
pertentangan ini tidak benar. Efisiensi menjangkan lebih jauh daripada yang disangkakan,
dan para ahli ekonomi juga memperhatikan nilai-nilai yang oleh para ahli hukum
tfiirumuskan sebagai keadilan. Sebab utama yang menimbulkan maszalah dan pertentangan
ini adalah karena pengertian keadilan belum juga didefinisikan secara jelas. Tidak jarang
pengertian ini dirumuskan untuk menggantikan ungkapan seperti perlindungan terhadap
kaum lemah, perlindungan terhadap konsumen atau para korban. Dengan cara ini
kerapkali dikreasikan suatu pertentangan, yang sebenarnya merupakan pertentangas
pals’u de‘ngan konsep efisiensi. Sebenarnya tidak ada pertentangan yang mendasar antara
efisiensi dan keadilan. Sebagai logika yang melatarbelakangi konsep keadilan, yang
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heberapa masalah sehingga mengakibatkan pendekatan yang berbeda pula. Tetapi kita

idak perlu mengkhawatirkan adanya perubahan drastis jika kriteria cfisiensi digunakan
dalam bidang hukum konsumen misalnya. Dalam hal ini, cfisiensi dan kepatutan
crutama berkaitan dengan pcrlimhunga“-pcnimlmngan dalam masalah pemerataan atau
pmnhﬂtli““ sesuatu. Hal ini dikerjakan para ahli hukum dengan pendekatan ex post-nya.
palam menilai apakah suatu sengketa telah dipecahkan dan diselesaikan dengan suatu
cara yang patut mengenai cfisiensi dan cara pemecahan masalah hukumnya dalam
kejadian konkrit, tidak disinggung lagi, Sebabnya oleh karena benda-benda yang selalu
dalam keadaan kurang itu telah dialok

asikan, Dengan demikian, pada waktu mengevaluasi
kasus yang kongkrit, masalahnya ditinjau dari aspek

-aspck membagi kembali itu saja.
para ahli hukum scharusnya berupaya untuk juga melihat bahwa penyelesaian terhadap
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keputusan di masa mendatang. Dilihat d

masalah suatu sengketa y

ari optik ini, maka penyelesaian masalah yang
telah dilakukan harus juga dievaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi.

1V. KESIMPULAN

Ekonomi hukum justru memberi pandangan penting kepada para ahli hukum,
yang tanpa pendekatan ekonomi hukum banyak hal mereka tidak akan mengetahuinya,

Pandangan-pandangan ini penting bagi adanya pengertian yang lebih baik mengenai
masalah hukum yang terjadi sehari-hari.

Ekonomi hukum juga memberi sumbangan banyak bagi para ahli ekonomi.
Ekonomi hukum menekankan bagaimana bantuk proses pemutusan secara ekonomis
tclah bermain dalam kontek kelembagaan yang ditentukan oleh hukum. Aturan hukum
mempengaruhi pilihan-pilihan manusia, dan karenanya dengan sendirinya merupakan
bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dan
perbuatan manusia dengan melacak terus mengenai tujuan-tujuan mereka dengan benda

yang selalu dalam keadaan kurang itu, mempunyai kemungkinan-kemungkinan
Penggunaannya yang alternatif pula,
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